KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR 95 /KPN.W5-U3/SK.0T1.6/1/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM

SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

—

bahwa untuk melaksanakan program sertifikasi mutu
peradilan unggul dan tangguh (AMPUH), maka perlu
membentuk tim sertifikasi mutu peradilan unggul dan
tangguh (AMPUH);

bahwa nama-nama yang terebut dalam daftar terlampir
dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas
dalam tim sertifikasi mutu peradilan unggul dan tangguh
(AMPUH);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum,;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2023 tentang Asesmen Reformasi Birokrasi;

Cetak Biru (Blueprint) Pembaruan Peradilan Mahkamah
Agung RI 2010-2035

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
Surat Keputusan Ketua  Mahkamah Agung RI
Nomor 026/KMA/SK/I1/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

10.

iy 17

12.
13.
14.
15.
16.

Peradilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-
144 /KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya;

International Framework for Court Excellance/IFCE;

ISO 19011 : 2012 tentang Panduan Audit;

ISO 9001 : 2015 tentang Sistem Manajemen Mutu;

ISO 31000 : 2018 tentang Manajemen Risiko;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 1818/DJU/SK.OT1.6/XI1/2023 tentang
Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN TIM SERTIFIKASI
MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.
Menetapkan Hakim dan Pegawai yang nama-namanya
tercantum dalam lampiran 1 kolom II dengan tugas pokok
dan wewenang dalam lampiran [ Kolom IV keputusan ini
sebagai Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan
Tangguh (AMPUH) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh

(AMPUH) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

mempunyai tugas :

1. Melaksanakan program Sertifikasi Mutu Peradilan
Unggul dan Tangguh (AMPUH).

2. Melakukan perumusan standarisasi sistem Manajemen
Mutu Pelayanan Pengadilan secara lengkap dan
menyeluruh.

3. Menyusun pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul
dan Tangguh (AMPUH).

4. Melakukan sosialisasi Sertifikasi Mutu Peradilan
Unggul dan Tangguh (AMPUH).

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024
ZERT N
o f"JKE}:I‘Ux‘\ PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

: ¥ /KPN.W5-U3/SK.OT1.6/1/2024
: 03 JANUARI 2024

JABATAN DALAM

NO NAMA JABATAN TIM
1. | Sangkot Lumban Tobing, S.H.,M.H. Ketua Top Manajer
£ Manajer
2. | Dewi Aisyah, S.H. Ketua Retiiessnsiiie
3. | Andi Maddumase, S.H. Panitera Koordn?ator
Technical
4. | Juliadi, S.Kom. Sekretaris Koordn?ator
Operasional
5. | Dewi Aisyah, S.H. feldn | Sooe Din Avdior
Internal
Pengelola o,
6. | Almira Warosa, A.Md.A.B. Penanganan Sekretan's Lm
Audit
Perkara
7. | Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. Hakim Anggota
8. |Ira Octapiani, S.H. Hakim Anggota
9. | Richa Septiawan, S.H. Hakim Anggota
10. | Agnes Monica, S.H. Hakim Anggota
11. | Yeni Chrustine Debora, S.H. Hakim Anggota
Panitera Ketua Tim Survey
13. | Yulli Ropika Hasnita. S.H. Muda Kepuasan
Hukum Pengguna Jasa
3 Panmud
14. | Edi Santoso, S.H. r—— Anggota
; . Panmud
15. | Febri Dwi Saputra, S.H. Pidana Anggota
: Panitera
16. | Handri Saputra, S.H. T — Anggota
17. | Benny Ramadhan, S.H. Jurusita Anggota
Pengelola
18. | Almira Warosa, A.Md.A.B. Penanganan Anggota
Perkara
19. | Juliadi, S.Kom. Sekretaris Ketua Dokumen
Kontrol
Kasubbag
i Perencanaan,
20. | Mairino Sustra, S.Kom TI dan Anggota
Pelaporan
Kasubbag
21. | Purnamasari, S.H. Kepegawaian Anggota
dan Ortala

NO...




JABATAN DALAM

NO NAMA JABATAN TIM
Pit.
Kasubbag
22. | Nora, S.H. U e Anggota
Keuangan
Pranata
23. | Listiono Rahmadi, S.T. Komputer Anggota
Ahli Pertama
.. Jurusita
24. | Supriyadi Penggaiiti Anggota
25. | Luthfiah Faradilla, A.Md.A.B. i Anggota

Pelaksana




